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Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun
di seluruh dunia, hal tersebut disebabkan karena kemudahan serta manfaat yang
didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui
internet. Penggunaan media Internet mengubah persepsi masyarakat terutama pada
pemanfaatan layanan internet dalam bidang perdagangan maupun jasa, baik
perusahaan maupun masyarakat mulai menggunakan teknologi internet dalam
menjalankan bisnis maupun bertransaksi. Konsep bisnis melalui perantaraan media
Internet disebut sebagai Electronic Commerce yang selanjutnya akan disebut E-
commerce. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah yuridis
normatif. Yuridis normatif merupakan pendekatan terhadap hukum positif atau
peraturan perundang-undangan, maksudnya adalah merupakan pendekatan dengan
memaparkan, menganalisa, dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan dan sebagai bentuk usaha mendekati masalah yang
akan diteliti dengan pendekatan hukum yaitu berusaha menelaah peraturan yang
berlaku. Perdagangan melalui sarana elektronik saat ini diatur dalam Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Aturan tersebut sifatnya
masih parsial karena belum menjangkau permasalahan utama dalam penggunaan e-
commerce, yaitu kontrak elektronik, pembayaran elektronik dan jaminan keamanan,
penyelesaian sengketa, batas negara dan hukum yang digunakan, perlindungan
konsumen, pajak dan yang terutama adalah harmonisasi sistem hukum. Pengaturan
e-commerce Indonesia atau kebijakan hukum di bidang hukum e-commerce pada
dasarnya telah diatur dan diakui di Indonesia, namun pengaturan tersebut masih
secara parsial atau sebagian dari kegiatan e-commerce di Indonesia. Indonesia belum
memiliki regulasi yang mengatur secara spesifik aturan-aturan dasar dan
infrastruktur-infrastruktur teknis yang mendukung realisasi e-commerce Indonesia.



